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TENTANG
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Lampiran

Menimbang :

Mengingat

1 (Satu)

BUPATI PUNCAK JAYA,

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Diklat

N

kepamongprajaan bagi para Kepala Distrik Kabupaten
Puncak Jaya, maka dipandang perlu dibentuk panitia Dilat
KapamongPrajaan;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Puncak Jaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor (2907);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3581);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya
Tengah, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3894) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999
(Lembaran Negara 2000 Tahun Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3960);



16%

11.

12.

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4151)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahanan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

13. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Membentuk panitia pelaksanaan Diklat kepamongprajaan bagi
para Kepala Distrik Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas
mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan
Pelaksanaan kegiatan Diklat kepamongprajaan bagi para
Kepala Distrik Kabupaten Puncak Jaya.

Masa kerja panitia berakhir setelah menyelesaikan tugasnya.

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dan atau kesalahan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Q d1 Mulia

A 13, September 2021
P CAK JAYA, T
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